
BUPATIBENGKULUTENGAH 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH 
NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PRIORITAS PENGGUNMN DANA DESA 
KABUPATEN BENGKUW 1ENGAH TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT1UHANYANG MAHA ESA 

- BUPATI BENGKUW'IENGAH, 

Menimbang bahwa untuk memberikan pedoman bagi desa dalam menyusun 
skala prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 
berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan 
memperhatikan kondisi sosial perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Bengkulu Tengah tentang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021; 

Mengingat :1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
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2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman 
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ a tau Stabilitas 
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 6321), 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1037); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK-07 /2020 tentang 
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1641); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

14. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 
dan Kewenangan Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 10). 
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Menetapkan 

-

-

MEMUTUSKAN : 

PERA1URAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA 
DESA KABUPATEN BENGKUW TENGAH TAHUN 2021 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimak.sud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah. 
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarak.an urusan 

pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, 
dan transmigrasi. 

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarak.an urusan 
pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, 
dan transmigrasi. 

4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah; 
5. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin wilayah kerja 

kecamatan. 
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarak.at 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarak.at setempat berdasarkan prak.arsa masyarak.at, hak. asal 
usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarak.at setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa 
yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah 
kabupaten/kota dan digunak.an untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarak.atan, dan pemberdayaan masyarakat. 

9. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program 
dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada 
pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 

10. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup dan prak.arsa Desa atau 
prak.arsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan 
kehidupan masyarakat. 

11. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang 
telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh 
Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa 
masyarakat Desa. 

12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang 
selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah 
antara badan permusyawaratan Desa Pemerintah Desa, dan 
unsur masyarak.at yang diselenggarak.an oleh badan 
permusyawatan Desa untuk menyepak.ati hal yang bersifat 
strategis. f 
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13. Padat Karya Tonai Desa adalah kegiatan pemberdayaan 
masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marjinal, yang 
bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber 
daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan 
tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup 
dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya 
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan 
Desa untukjangka waktu 6 (enam) tahun. 

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP 
Desa, adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
Desa. 

18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa 
adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dirniliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung 
yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola 
aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa. 

19. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor 
nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVlD-19) yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia 
serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau 
psikologis manusia. 

20. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap 
produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan 
warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan 
masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan 
air mengalir. 

21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian 
bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana 
Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang 
disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa. 

22. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa 
kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa 
peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli 
pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa 
tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan. 

23. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data 
kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan 
mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, 
jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi 
informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan 
efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan 
strategis Pembangunan Desa. 

24. Lahan Milik Desa adalah lahan yang sudah tercatat sebagai aset 
desa dibuktikan dengan surat-surat kepemilikan yang sah. J/ 



BAB II 
TUJUAN DAN PRINSIP 

Pasal 2 

Prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk: 
a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan 

pembinaan, evaluasi dan memfasilitasi penyelenggaraan 
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal U sul, Kewenangan Lokal 
Berskala Desa dan melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi 
keuangan negara dalam rangka rnenghadapi ancaman yang 
membahayakan sistem perekonomian nasional dan/ atau 
stabilitas sistem keuangan akibat dampak pandemi COVID-19; 
dan 

b. memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan 
prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan 
pembangunan Desa. 

Pasal 3 

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: 
a. kemanusiaan; 
b. keadilan; 
c. kebhinekaan; 
d. keseimbangan alam; dan 
e. kepentingan nasional. 

BAB III 
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 4 

(1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan 
disepakati melalui Musyawarah Desa. 

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana 
Desa yang dituangkan dalam berita acara. 

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 
pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa 
yang mengatur mengenai RKP Desa. 

(4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan 
perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
Desa. 

Pasal 5 

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa 
berdasarkan kewenangan Desa. 

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan 
pencapaian SDGs Desa melalui: 
a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; 
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan J 
c. adaptasi kebiasaan baru Desa. r 
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Pasal 6 

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai 
kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: 
a pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha 

milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk 
pertumbuhan ekonomi Desa merata; . 

b. penyediaan Iistrik Desa untuk mewuJudkan Desa berenergi 
bersih dan terbarukan; dan 

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diu_~akan 
dikelola badan usaha milik Desa/bad~ usaha mil~ Desa 
bersama untuk mewujudkan konsums1 dan produks1 Desa 
sadar lingkungan. . (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuru 

kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: 
a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan 

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai 
upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa; 

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi 
Desa merata; 

c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di 
Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan 

d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan 
Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan 
kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif. 

(3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c 
diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: 
a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan 
b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan 

Langsung Tonai Dana Desa. 
(4) Bantuan Langsung Tonai Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

(1) Pengembangan usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud 
dengan Pasal 6 ayat ( 1) huruf c dan Penguatan Ketahanan 
pangan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 6 ayat (2) 
huruf c diwujudkan dalam bentuk pembentukan , pengelolaan 
dan pengembangan produk pertanian, perkebunan, perternakan 
dan perikanan milik Desa. 

(2) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) diolah oleh BUM Desa. 
(3) Pengembangan usaha ekonomi produktif dan penguatan 

ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memanfaatkan lahan milik Desa. 

(4) Dalam hal Desa tidak memiliki lahan maka, desa dapat menyewa 
lahan diwilayah Desa setempat atau lahan yang berada diwilayah 
Desa lain yang berbatasan langsung dengan wilayah Desa setempat. 

f 
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(5) Keputusan dan penetapan harga sewa dan jangka waktu 
penyewaan lahan milik warga sebagaimana yang dimaksud 
dengan ayat (4), ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus 
yang dihadiri oleh: 
a. Pemerintah Desa, 
b. Badan Permusyawaratan Desa, 
c. Unsur masyarakat Desa, 
d. unsur Pemerintah Kecamatan 
e. Bhabinkamtibmas dan Babinsa 
f. Tenaga pendamping profesional 
g. pemilik lahan. 
dengan tetap memperhatikaan kelayakan harga tanah setempat. 

(6) Lahan yang menjadi objek penyewaan harus lahan produktif. 

Pasal 8 
(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan 
mendayagunakan sumber daya lokal Desa. 

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan 
menggunakan pola Padat Kazya Tunai Desa. 

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima 
puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa. 

(4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan 
kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa 
atau badan kerja sama antar-Desa. 

(5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 
(1) Pelaksanaan program dan/ atau kegiatan melalui swakelola 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan 
dengan cara kerja sama an tar desa dan/ atau kerja sama desa 
dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan 
kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan 
melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

Pasal 10 
(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa. 
(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dilakukan dengan cara: 
a terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa; 
b. menyampaikan usulan program dan/ atau kegiatan; 
c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan 

dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan 
d ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa. 
(3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat 

dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. 
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Pasal 11 

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa. 
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) disusun berdasarkan: 
a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan 
b. aspirasi masyarakat Desa. 

(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 
penyusunan APB Desa. 

Pasal 12 
(1) Daftar prioritas penggunaan dana desa sebagai mana dimaksud 

dalam Peraturan Bupati ini, didanai dari dana desa dengan 
mempertimbangkan kebutuhan desa. 

(2) Daftar prioritas penggunaan dana desa merupakan pedoman bagi 
desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APB Desa). 

(3) Daftar prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati ini tetap berpedoman 
pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. 

Pasal 13 

Pengembangan kegiatan diluar Prioritas penggunaan Dana Desa 
tidak boleh digunakan untuk pembangunan kantor kepala Desa, 
balai Desa , tempat ibadah dan gedung serbaguna. 

BAB IV 

PUBLIKASI DAN PELAPORAN 

Bagian kesatu 
Publikasi 

Pasal 14 
(1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa. 
(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. hasil Musyawarah Desa; dan 
b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, 

dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas 
Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa. 

(3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimak.sud pada ayat (2) huruf b 
paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan 
besaran anggaran. 

Pasal 15 
(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan di 

ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa. 
(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan 

secara swakelola dan partisipatif. 
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(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik: sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa 
menyampaikan teguran lisan dan/ atau tertulis. 

Bagian kedua 
Pelaporan 

Pasal 16 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui sistem informasi 
Desa yang disediakan oleh Kementerian 

~ Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lama 1 ( satu.) bulan setelah RKP Des a 
ditetapkan. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Pada saat peratu.ran bupati ini mulai berlaku, Peratu.ran Bupati Nomor 
8 tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah 
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 8) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 18 

Peratu.ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peratu.ran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bengkulu Tengah. 

Diundangkan di Karang Tinggi 
pada tanggal I~ f-d>r~,, 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU TENGAH 
~ , 

-
EDY HERMANSYAH 

Ditetapkan di Karang Tinggi 
pada tanggal I<:, ~b<'vc::H.; 2021 

; BUPATI BENGKULU TENGAH~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1 



Lampiran 

Nomor 

Tanggal 

Tentang 

Peraturan Bupati Bengkulu Tengah 

f Tahun 2021 

l9 ~n 2021 

Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 

2021 

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; 

b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan 

c. adaptasi kebiasaan baru Desa. 

Daftar rincian kegiatan prioritas lintas bidang yang menipakan kebutuhan desa 

dan dapat dibiayai melalui Dana Desa pada Tahun Anggaran 2021, meliputi: 

A. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa 

- a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

( 1) Pembentukan, Pengembangan, dan Revitalisasi Badan U saha Milik Desa. 

(2) Pembangunan dan pengembangan usaha berskala produktif di bidang 

pertanian, perkebunan, perternakan dan/atau perikanan yang difokuskan 

pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau 

perdesaan. 

(3) Pemanfaatan lahan kosong milik desa dan milik warga untuk 

pengembangan usaha ekonomi produktif. 

B. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa 

a Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(1) Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil Desa. 

(2) Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipasif 

(3) Pendataan Desa 

(4) Pemetaan Potensi dan sum berdaya pembangunan desa. 

(5) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APB Desa 

(reguler). 

(6) Penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya. 

(7) Penyusunan dokumen perencanaan Desa 

(8) Penyusunan dokumen keuangan Desa 

(9) Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Honorarium 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan 

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). 

(10) Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa. 



(11) Pengembangan sistem informasi Desa. 

(12) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 

(13) Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

Desa. 

b. Bidang Pembangunan 

( 1) Pengembangan Desa Wisata. 

(2) Pencegahan stunting di Desa. 

c. Bidang Pem binaan Kemasyarakatan Desa 

(1) Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa. 

(2) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa. 

(3) Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum 

dan perlindungan masyarakat. 

(4) Bantuan hukum untuk Aparatur Desa dan masyarakat miskin. 

(5) Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa. 

(6) Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan dan rumah adat milik Desa. 

(7) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa. 

(8) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga milik Desa. 

(9) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik 

Desa. 

(10) Pembinaan Karang taruna/ klub kepemudaan/olahraga tingkat Desa. 

(11) Pembinaan lembaga adat. 

(12) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD. 

(13) Pembinaan PKK. 

d Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

( 1) Pembangunan dan pengembangan usaha pertanian, perkebunan, 

perhutanan, petemakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan 

Desa. 

(2) Pemanfaatan lahan kosong milik desa dan milik warga untuk penguatan 

ketahanan pangan Desa. 

I 

7 



C. Adaptasi kebiasaan baru Desa 

a Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 

(1) Penanggulangan bencana. 

(2) Penanganan keadaan darurat. 

, Pencegahan, dan penanganan dampak Covid-19. 

(3) Penanganan keadaan mendesak. 

, Bantuan Langsung Tonai Dana Desa. 

Ditetapkan di Karang Tinggi 
pada tanggal 19 ~~~ 2021 

/ BUPATI BENGKULU TENGAHi 

~.___--

{,H. FERRY RAMU f 

. / 

1 
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